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" s BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 204/PK.421,1/1,644/V11 /2008

TENTANG
IZiN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR,

r: Menimbang a.  bahwa sehubungan dengan lelah dibukanya TK dan 5D Xecl/Parala di beberapa
desafkelurahan dan telah memenuhi syaal untuk menyelenggarakan pendidikan
formal pada enjang TK/SD maka peru mamberikan zin operasional kesads
THISD,

. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamalan, Desa/Melurahan di witayah #ab.pa-
len Sumba Timur, maka dalam rangka fertit administras periu penyesuaian izin
operasional, nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi
pemariniahan Kecamatan da: Desa/Kelurshan:

¢ berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 2 dan hursf b
dipandang perlu memberi izin operasional, penyesuaian rama dan aamal TRISD
berdasarkan wilayah administrasi pemetintahan kecamaian dan desarkelurahar

, yang dietapkan dengan keputusan Bupati Sumba Timur Tehun Anggaran 008,

"

~~  Mengingat .. Undang-Undang Memor 68 Tahun 1858 tentang Pembertukan Daerah Tingeat I

o dalam’ Wilayah Dagrah-dagrsh Tingkat | Bal, Musa Tenggara Baral dan Musa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Momar 122,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indenesia Nomar 1658)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara (Lembaran
.Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonssia nomor 4286);

3. Undang-- Undang Womor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasignal
{Lembaran Megara Fepubk Indonesid Tahan 2003 MNomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran MNegars
Repubik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 antang Pembentukan Peraiura:
Pemundang-undangan (Lembaran Negara Republk Ingoresia Tahun 2004 Nome
=3, Tambahan Lembaran Negara Repusik indones:a Namor 4388) lh,.

S S —



()

12

"

12

13

14,

15.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tanteng Pemerntahan Dserah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahzn
Lembaran Megara Nomor 4437) sebagaimena telsh diubah baberapa kali terak i
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undar -
Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah (Lembarar Negiia
Republik Indonasia Tehun 2008 Nomer 59, Tembahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia 4844);

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Parimbangan Keuangan anl:'a
Pemerinish Pusal dan Pemerinlahan Daerah (Lembaran Megara Repullik
Indonesia Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran hegara Republk
Indonesia Nomar 4438);

Peraluran  Pemerintah Nomer 27 Tahun 1950 jenlang Pendidikan Prasskgian
{Lembaran Megera Republik Indomesia Tahun 1990 Nomar 35, Tambahan
wembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3411),

Peraturan Pemerintah Momor 28 Tahun 1990 lentang Pendidikan DOasar
(Lembaran Megera Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Lembaren Megara Repubfik Indonesis Momar 3412}, sebagaimana ‘slah diubah
dengan Peraturan Pemeriniah Nomor 55 Tahun 198 (Lembaran Negara Repa; ik
Indonesia Tabun 1838, Tambahan Lembaran Megara Repubik Indonesia Mom
3763),

Peraluran Pemerintah Momaor 23 Tahun 1980 fentang Pendidikan Menengi
(Lembaran Megara Republlk Iindonesia Tahum 1830 MNomor 37, Tambahar
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3413), sebageimana lalah diutah
dgengan Peraluran Pemerintah Nomor 56 Tahun 1898 (Lembaran Megara Repul
Indonesia Tahun 1398 Nomor 31, Tambahan Lembaran Megara Repubik Indone iz
Nomor 3764);

Peraluran Pemerialah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Pendidikan Luar Biasa
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1531 MNomor 94, Tambatan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34601,

Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasconal Pendidir an
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tamba' an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496

Peraturan Femerintah Nomor 53 Tahun 2005 entang Pangelolzan Keuangan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambat an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4578,

Peraiuran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tertang Pedoman Pembinaan dar
Pengawasan Penyelenggaraar Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Repu ik
Indonesia Nomar 4533);

Peraturan Pemerntah Nomor 38 Tahun 2007 tenfang Pembagian Urusar
Pemerintah antara Pemeriniah, Pemerintah Daerah Pravingi, dan Pemenriar

Daerah Kabupaten/Kcta (Lembaran Negara Republik indonesia  Tahurm F'd({
l,'__

Nemor 82, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomar 4737)
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MEMUTUSKAN :

Memberikan izin dperasional, menyesuaikan nama dan alamat TH/SD berdasar<an
wilayah administrasi pemeriniahan Kecamatan dan DesafMelurahan sebagaimana
lercantum dalam lampiran keputusan ini

Kelompok masyarakat'yayasan pendidikan terentu bdak diperkenankan membuka 1K,
50 Kecll danfatau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan lefentu irgin
mendinkan TK, SD bary, harus mendapal izin operasional dan Bupati Sumba Timwr
selelah mendapal perfimbangan feknis dar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Sumba Timur s2sual peraturan perundang-undangan yang berlaky

Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh kepulusan sebelumnya yang mengs: lur
lentang Ijin Operasional bagi TK dan SO di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyata'an
tidak berlaku,

Kepulusan ini mulai berlaku sejak langgal ditetapkan dengan keleniuan apalila

dikermudian har lernyala lerdapat kekeliruan dalam kepulusan ini akan diadzaan
perbaikan kembali sebagaimana meslinya

SAHKAN Ditetapkan di  Waingapu
DENGAN ASL iKY . aads 10 Juld 2008
e L L
ENDID
b fMBA TIMUR MBA TIMUR, &
F
| #Z
- AL A iy iy Bl 5
FUTAMA MUDA EHANG KUNDA

704 189200 3 004

== L

Menter Pendidikan Nasional R di Jakarta:

Kelua BAPPENAS Rl di Jakara;

Gubemur Musa Tenggara Timur di Kupang,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaen Provinsi NTT di Kupang,
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu,

Kepala Bagian Hukum pada Selda Kabupalen Sumba Timur di Waingagu,
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